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Abstrak: Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan  status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status  kesehatan penduduk miskin terutama 

disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya 

(cost barrier). Data SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa sebagian besar (48,7 %) masalah untuk  mendapatkan  

pelayanan  kesehatan  adalah  karena  kendala  biaya,  jarak,  dan  transportasi.  Selain mengenai masalah 

kendala, masyarakat miskin biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit 

karena berbagai kondisi, seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling  berhimpitan,  

perilaku  hidup  bersih  masyarakat  yang  belum  membudaya,  pengetahuan  terhadap kesehatan dan pendidikan 

yang umumnya masih rendah. 

 

Kondisi di atas bertambah parah karena bagi warga miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Penelitian yang dilakukan mengenai pelayanan rumah sakit bagi 

masyarakat miskin memperlihatkan bahwa pasien miskin di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit 

swasta serta Puskesmas, umumnya memiliki tingkat kepuasan yang kurang memadai, diantaranya pada 

pelayanan administrasi yang dinilai rumit, berbelit, kurang informasi, petugas yang kurang ramah, tidak 

diberikan resep obat generik, dan pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Puskesmas merupakan salah satu 

unit pelayanan kesehatan dasar yang paling sering digunakan, paling luas penyebarannya dan dapat langsung 

dijangkau oleh masyarakat. Dari fungsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa puskesmas merupakan ujung 

tombak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. Namun demikian, pelayanan yang 

diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat miskin  belum maksimal. Salah satunya, kurang ramahnya respon 

yang diberikan petugas di Puskesmas ketika memberikan layanan, membuat warga jera untuk berobat ke 

Puskesmas. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif diskriptif. Teknik penarikan 

informan menggunakan Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik indepth-interview 

dan data dokumen. 

 

mailto:suaedifalih@yahoo.com
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Hasil kajian menunjukkan bahwa yang paling sering terjadinya insiden pelayanan adalah menyangkut 

soft-skill atau soft competence SDM Puskesmas dan sekaligus yang paling dibutuhkan oleh masyarakat miskin
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dalam pelayanan puskesmas. Pelayanan pada masyarakat miskin diperlukan prakondisi yang “menghargai 

martabat mereka” karena mereka tak punya bargaining position yang kuat, dan hal demikian bisa tumbuh pada 

SDM yang mempunyai soft-competence yang tinggi. 

 
 
 

Kata kunci: Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kualitas Pelayanan, Puskesmas, 

Masyarakat miskin 

 

 
 
 
 

Pendahuluan 
 

Kelompok miskin pada umumnya mempunyai status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan 

status kesehatan rata-rata penduduk. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin terutama disebabkan oleh 

terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan karena kendala geografis dan kendala biaya (cost barrier). Data 

SDKI  2002-2003  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  (48,7  %)  masalah  untuk  mendapatkan  pelayanan 

kesehatan adalah karena kendala biaya, jarak, dan transportasi. Selain mengenai masalah kendala, masyarakat 

miskin biasanya lebih rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi, 

seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih 

masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih 

rendah. 

 

Kondisi di atas bertambah parah karena bagi warga miskin, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang memuaskan adalah hal yang sangat sulit. Penelitian yang dilakukan mengenai pelayanan rumah sakit bagi 

masyarakat miskin memperlihatkan bahwa pasien miskin di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit 

swasta, umumnya memiliki tingkat kepuasan yang kurang memadai, diantaranya pada pelayanan administrasi 

yang dinilai rumit, berbelit, kurang informasi, petugas yang kurang ramah, tidak diberikan resep obat generik, 

dan pelayanan yang memakan waktu cukup lama. Selain itu, keharusan membayar uang muka juga menjadi 

penghalang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

 

Selain rumah sakit, salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan 

mendirikan puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan dasar yang paling sering 

digunakan, paling luas penyebarannya dan dapat langsung dijangkau oleh masyarakat. Menurut Kepmenkes RI 

No. 128/Menkes/SK/II/2004, puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kab/Kota yang 

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sehingga puskesmas 

bertugas untuk menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan 

bertindak sebagai pusat pelayanan kesehatan strata I, meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. 

Dari fungsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa puskesmas merupakan ujung tombak dalam upaya 

peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi puskesmas untuk dapat 

memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, mutu pelayanan puskesmas 
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dan tingkat pemanfaatan layanan puskesmas sangat terkait dengan kompetensi sumber daya manusia yang 

memberi pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan bermutu adalah tingkat pelayanan yang dapat
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memberi kepuasan kepada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta tata cara 

penyelenggaraannya sesuai standar dan etika profesi yang telah ditetapkan. 

 

Namun demikian, pelayanan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat miskin pada 

kenyataannya belum maksimal. Bahkan, kondisi tersebut masih ditemui di kota besar, salah satunya adalah di 

Surabaya. Menurut Sekretaris Komisi D Bidang Kesra dan Pendidikan DPRD Surabaya, Muhammad Alyas, 

keluhan yang dirasakan warga selama ini adalah mahalnya biaya karcis untuk sekali layanan. Selain itu, kurang 

ramahnya respon yang diberikan petugas paramedis di Puskesmas ketika memberikan layanan, membuat warga 

jera untuk berobat ke Puskesmas. 

 

Ketua Komisi D  DPRD  Surabaya, Baktiono, juga  menyatakan bahwa pihaknya sering menerima 

laporan dari masyarakat mengenai jam operasional puskesmas yang lebih pendek. Jadwal tutup puskesmas 

semestinya adalah pukul 14.30, justru dilakukan lebih awal. Lebih lanjut, Baktiono mengatakan bahwa banyak 

juga yang melaporkan adanya penolakan dari puskesmas untuk memberikan rujukan ke rumah sakit. Hal ini 

rata-rata dikeluhkan oleh pasien dari keluarga miskin. 

 

Selain itu, kasus terbaru terjadi di Puskesmas Sememi, dimana pelayanan yang buruk merupakan imbas 

dari kepemimpinan yang buruk. Seorang pegawai mengatakan bahwa pihaknya sering ditekan secara sewenang- 

wenang oleh Kepala Puskesmas, terutama masalah rujukan mengantar pasien. Semua pegawai harus siap dan mau 

menjadi sopir ambulance apabila diperlukan. Padahal Dinas Kesehatan Kota Surabaya sudah menyiapkan sopir 

ambulance, tapi semua itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala puskesmas, karena dia merasa 

berwenang, terlebih lagi sopir tersebut adalah adik kandungnya sendiri. Berbagai macam permasalahan terkait 

pelayanan puskesmas di Surabaya tersebut sebagian besar berangkat dari kualitas SDM yang buruk. Oleh karena 

itu, penelitian ini mencoba untuk mengembangkan   kompetensi sumber daya manusia untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perkotaan: studi di Puskesmas Wilayah Kota Surabaya. 

 

Perumusan Masalah 
 

Dengan mempertimbangkan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka keberadaan 

sumber daya manusia yang kompeten merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh puskesmas. Oleh sebab 

itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pengembangan kompetensi sumber daya 

manusia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin perkotaan: studi di puskesmas 

wilayah Kota Surabaya? 

 

Landasan konseptual 

 

Pengembangan Kompetensi 
 

Dalam Human Resources Champions (1997), Ulrich menguraikan beberapa hal dalam pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia, yaitu: 

 

1.    Menciptakan manajemen SDM yang ideal agar efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 
 

Fungsi SDM yang ideal tercapai jika berhasil mengelola SDM perusahaan sehingga menghasilkan 

kinerja optimum. Untuk itu, fungsi SDM perlu diperankan sebagai strategic partner bagi elemen- elemen 

lain dalam perusahaan.
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2. Meningkatkan kompetensi karyawan dalam perusahaan secara berkesinambungan sehingga dihasilkan 

kompetensi yang mampu bertahan lama. 

 

3. Mengembangkan selection tools agar menemukan SDM berkualitas bagi perusahaan. Selection tools 

yang umum digunakan adalah behavior interview, assessment, knowledge test, dan motivational fit 

inventories. Organisasi yang berbasis-kompetensi perilaku juga mencakup juga penekanan atas 

integritas sebagai perilaku, yang diterjemahkan dalam perilaku nyata berupa keselarasan antara pikiran, 

perkataan, dan perbuatan yang mengacu pada kode etik perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan 

keterampilan ini dengan menekankan kejujuran (honesty), komitmen, dan konsistensi dari karyawan 

dalam seleksi dan pengembangan karyawan. 

 

Pengembangan kompetensi karyawan juga dapat dilakukan melalui iklim organisasi yang kondusif, yaitu 

adanya hubungan  yang baik di antara perusahaan dan karyawan. Beberapa hal yang dapat ditempuh adalah 

sebagai berikut : 

 

1.  Perusahaan  menunjukkan  pengakuan  dan  penghargaan  atas  peranan  SDM  sebagai  sumber  daya 

penting bagi kemajuan perusahaan. Perusahaan dapat mewujudkannya dengan memahami dan 

memenuhi hak-hak karyawan. 

 

2. Mengembangkan komunikasi yang lancar di antara perusahaan dan karyawan sehingga karyawan 

memahami pemenuhan hak-hak mereka dan pentingnya pengembangan kompetensi mereka sebagai 

kewajiban mereka terhadap perusahaan. 

 

Selain itu, perihal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip kemitraan di antara 

perusahaan dan karyawan: Partners in production, partners profit, dan partners in responsibility. Jika prinsip 

kemitraan ini dikembangkan dengan baik, maka perusahaan akan memenuhi hak-hak karyawan sebagai bagian 

dari pertukaran nilai dengan para karyawan. Beberapa bukti konkrit tentang pengembangan suasana yang 

kondusif bagi kemitraan  berkelanjutan adalah pengupahan yang memadai dan adil (minimal setara dengan 

UMR),  tersedianya  jaminan  kesehatan  dan  keamanan  kerja,  terdapat  kemerdekaan  berserikat,  praktik 

manajemen SDM yang tidak diskriminatif, hubungan-hubungan yang anti kekerasan mental dan fisik, maupun 

penerapan jam kerja yang adil dan manusiawi. 

 

Dalam meningkatkan kompetensi, terdapat dua  tantangan utama  yang  harus  diperhatikan:  pertama, 

kompetensi harus berjalan dengan strategi bisnis. Kedua, kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu 

mekanisme. Dalam hal ini, ada lima cara untuk meningkatkan kompetensi: buy, build, borrow, bounce, dan bind 

(Ulrich, 1998). 

 

1. Buy 

 
Cara ini dilakukan dengan mengganti karyawan yang lama dengan yang baru, yang memiliki kualitas lebih 

baik. Stratgei buy disini mencakup seleksi dan staffing mulai dari entry level sampai officer level. Metode ini akan 

berjalan baik bila bakatnya tersedia dan dapat diakses, selain itu metode ini memiliki resiko kegagalan yang 

besar. Perusahaan kemungkinan tidak menemukan bakat di luar perusahaan lebih baik atau lebih qualified dari 

bakat di dalam perusahaan. Dan jika bakat eksternal tidak dapat berintegrasi dengan perusahaan, kegagalan akan 

terjadi.
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2. Build 

 
Investai  dilakukan  terhadap  para  karyawan  untuk  meningkatkan kualitas  mereka  menjadi  lebih  baik. 

Sebagaimana pembelajaran dalam bantuk program latihan formal, namun sebagian besar dalam bentuk on-the- 

job experience. Strategi build ini akan berjalan baik jika manajer senior manjamin bahwa pengembangan lebih 

dari sekedar pelatihan akademik, jika pelatihan didasarkan pada hasil dan bukan pada teori, jika pembelajaran 

sistmatik dari pengalaman kerja terjadi. Resiko dari penerapan strategi ini adalah menghabiskan dana sangat besar 

dan waktu untuk kepentingan pelatihan. 

 

3. Borrow 

 
Dalam strategi ini, perusahaan mencari keluar sumber daya manusia yang mampu memberikan ide/gagasan, 

kerangka kerja, dan alat untuk menjadikan perusahaan lebih kuat. Penggunaan konsultan maupun partner yang 

efektif dimungkinkan untuk membagi pengetahuan, menciptakan pengetahuan baru, dan desain kerja. Banyak 

perusahaan sedang belajar bagaimana menggunakan konsultan dan bukan tergantung pada mereka. Strategi ini 

mensyaratkan adaptasi model dari konsultan dan bukan adopsi, karena setiap perusahaan memiliki cara yang 

berbeda untuk mengaplikasikan gagasan tersebut. Cara borrow ini juga memiliki resiko, yaitu adanya 

kemungkinan investasi yang sangat besar namun dengan return yang kecil. Selain itu, adanya kemungkinan 

perusahaan akan menjadi tergantung pada konsultan tanpa adanya transfer pengetahuan, serta penerapan metode 

dan gagasan tanpa adaptasi. 

 

4. Bounce 

 
Perusahaan harus mengeluarkan karyawannya yang gagal melakukan tugas standar. Karyawan yang tetap 

bekerja maupun yang dikeluarkan harus memahami mengapa dan apa yang diharapkan dari mereka. Proses yang 

fair harus memenuhi persyaratan hukum. Resiko cara ini adalah jika dalam pengambilan keputusan lebih 

didasarkan pada persepsi dan bukan fakta, maka ada kemungkinan perusahaan mengalami kerugian dengan 

hilangnya karyawannya yang terbaik, selain itu kredibilitas manajemen akan turun sebagai akibatnya. 

 

5. Bind 

 
Mengikat karyawan merupakan tindakan yang kritikal pada semua tingkat. Menjaga manajer senior yang 

memiliki visi, arahan, dan kompetensi sangat penting, dan menahan para teknikal, operasional, dan pekerja paruh 

wkatu juga merupakan hal yang penting karena investasi untuk membangun mereka memakan waktu yang 

lama. Perusahaan yang tidak menerapkan metode ini, meskipun telah menerapkan metode buy dan build, akan 

menciptakan intellectual capital bagi pesaing. 

 

Metode Analisis Kompetensi 
 

Tidak seperti pendekatan tradisional untuk menganalisas pekerjaan, yang mengidentifikasikan tugas, 

pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan suatu pekerjan, pendekatan kompetensi 

mempertimbangakan bagaimana pengetahuan dan keterampilan tersebut digunakan. Pendekatan kompetensi 

juga mencoba mengidentifikasikan faktor tersembunyi yang sering kali sangat penting untuk kinerja superior. 

Pendekatan kompetensi menggunakan beberapa metodologi untuk membantu supervisor mengidentifikasikan 
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contoh-contoh dari apa yang mereka maksudkan dengan sikap dan bagaimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi efektivitas kerja. Menurut Mathis & Jackson, beberapa metodologi tersedia dan digunakan untuk
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menentukan kompetensi, pada umumnya dengan ―behavioral event interviews‖ yaitu terdiri dari proses sebagai 
 

berikut: 

 
1. Suatu sistem senior manajer mengidentifikasikan bidang-bidang hasil kinerja masa depan yang penting 

untuk rencana strategis dan bisnis dari organisasi. konsep ini dapat lebih luas dari pada yang digunakan 

dimasa lampau. 

 

2. Grup panel dibentuk, terdiri dari orang-orang yang berpengatahuan tentang pekerjaan-pekerjaan di 

organisasi tersebut. Grup ini dapat beranggotakan baik pegawai yang berkinerja rendah maupun tinggi, 

supervisor, manajer, trainer, dan lainnya. 

 

3. Seorang fasilitator dari sumber daya manusia atau seorang konsultan luar mewawancarai anggota panel 

tersebut untuk mendapatkan contoh-contoh spesifik dari kelakuan pekerjaan dan kehadiran sebenarnya 

dalam pekerjaan. Selama wawancara orang-orang tersebut juga ditanyai tentang pikiran dan perasaannya 

selama setiap kejadian yang digambarkan. 

 

4.    Menggunakan kejadian-kejadian tersebut, sang fasilitator membuat uraian rinci dari setiap kompetensi. 
 

Fase deskriptif ini harus jelas dan spesifik, sehingga pegawai, supervisor, manajer dan lainnya dalam 

organsiasi mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai kompetensi yang berhubungan dengan 

pekerjaan. 

 

5. Kompetensi-kompetensi   tersebut   diurutkan   dan   level   yang   dibutuhkan   untuk   mencapainya 

diidentifikasikan. Kemudian kompetensi dirincikan untuk setiap pekerjaan. 

 

6. Akhirnya  standar  kinerja  diidentifikasikan  dan  dihubungkan  dengan  pekerjaan.  Proses  seleksi, 

pelatihan, pendidikan dan kompetensi yang sesuai terfokus pada kompetensi ahrus dibuat dan 

diimplementasikan. 

 
 
 

Penerapan Kompetensi Berdasarkan Fungsi Sumber Daya Manusia 
 

Setiap oragansisi memiliki kompetensi yang berbeda, karena belum adanya peryaratan standar untuk 

menempati suatu posisi, serta penentuan pelatihan bagi sumber daya manusia belum sistematis maka aplikasi 

kompetensi diprioritaskan berdasarkan fungsi sumber daya manusia di organisasi. 

 

Menurut Mitrani, Dalziel, Fitt (1992); Spencer & Spencer (1993), dari pemikiran para ahli dapat 

diidentifikasikan beberapa pokok pikiran tentang kualitas yang perlu dimiliki orang pada eksekutif (executives), 

manajer (managers), dan karyawan (employees) dalam penelitian ini yang dibahas adalah mengenai kompetensi 

tingkat personil (dosen). Kompetensi karyawan/dosen diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang sesuai 

dengan prestasi yang diharapkan. Kompetensi tingkat karyawan meliputi: 

 

1. Flexibility,   yaitu   kemampuan   untuk   melihat   perubahan   sebagai   suatu   kesempatan   yang 

menggembirakan ketimbang sebagai ancaman. 

 

2. Information seeking, motivation, and ability to learn, yaitu kemampuan mencari kesempatan belajar 

tentang keahlian teknis dan interpersonal. 
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3.    Achievment motivation, yaitu kemampuan berinovasi sebagai peningkatan kualitas, produktivitas.
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4. Work  motivation  under  time  pressure,  yaitu  kemampuan  menahan  stres  dalam  organisasi,  dan 

komitmen dalam menyelesaikan pekerjan. 

 

5.    Collaborativeness, yaitu kemampuan pegawai untuk bekerja secara kooperatif di dalam kelompok. 

 
6. Customer  service  orientation,  yaitu  kemampuan  melayani  konsumen,  mengambil  inisiatif  dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. 

 
 
 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk  mengkaji kehidupan manusia dalam  kasus-kasus 

terbatas kasuistik sifatnya namun mendalam (in depth) dan menyeluruh (holistic), dalam arti tak mengenal 

pemilihan-pemilihan gejala secara konsepsional ke dalam aspek-aspeknya yang ekslusif yang kita kenal dengan 

variable.    Penelitian kualitatif ini  juga  sangat  sesuai  untuk mengungkap dan  memahami sesuatu di  balik 

fenomena yang baru sedikit diketahui (Straus & Corbin, 2003). 

 

Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak berasal dari 

cata  statistik atau  dengan  cara  kualifikasi  yang  lain.  Hal  ini  juga  bisa  mengacu pada  penelitian tentang 

kemasyarakatan, sejarah, tingkah laku dan juga fungsi organisasi, perubahan sosial atau hubungan interaksional. 

 

 
Selain itu, penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk pemecahan masalah ataupun menguji teori 

melainkan membangun dan mengartikulasikan pemahaman secara akumulatif. Khususnya berkaitan dengan 

penelitian yang ingin menjelaskan perilaku manusia dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, Ambert dan 

kawan-kawan (1995)  menyatakan sebagai berikut :  ―the aim of qualitative research is to learn how and why 

people behave, think, and make meaning as they do, rather than focusing on what people do or believe on a 

large scale‖ 

 
 
 

Lokasi Penelitian 

 
Penentuan lokasi penelitian sebagai latar kajian selain didasari oleh beberapa fenomena yang ditemui secara 

empiris juga dibingkai dengan wawasan konseptual tentang fenomena tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan 

di   tiga puskesmas yang berada di kelurahan termiskin di Surabaya, yaitu Kelurahan Sidotopo, Pegirian, dan 

Ujung. 

 
 
 

Informan Penelitian 

 
Dalam penelitian kualitatif, penarikan sample tidak hanya meliputi keputusan-keputusan tentang orang- 

orang mana yang akan diamati atau diwawancarai, tetapi juga mengenai latar-latar, peristiwa-peristiwa dan 

proses-proses sosial (Miles & Huberman, 1992). Kerangka konseptual dan permasalahan penelitian menentukan 

fokus dan batas-batas dimana sample akan dipilih. Dalam penelitian ini informan penelitian dapat dijelaskan 
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sebagai berikut: 6 unsur masyarakat yang sering berkunjung ke puskesmas, 6 unsur medis dan para medis 

puskesmas, 2 birokrat dinas kesehatan Kota Surabaya. Metode penentuan informan dilakukan secara Purposive.
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Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa dominasi dalam dimensi kualitas pelayanan yang paling sering ditemukan 

dalam pelayanan puskesmas di wilayah miskin adalah masalah ‖responsivitas‖, perlakuan dan sikap melayani 

yang dilakukan oleh petugas puskesmas. Secara umum, kualitas pelayanan di puskesmas sudah baik dengan 

mendasarkan diri  pada  perspektif Parasuraman dan  Zeithmal,  namun  keluhan  yang  paling  menonjol  dan 

sekaligus menjadi pusat perhatian dan sekaligus yang paling sensitif adalah  menyangkut sikap dan perlakuan 

petugas pada saat melayani. Sebenarnya, banyak hal telah dilakukan oleh Petugas Puskesmas cukup baik namun 

‖sensitifitas‖ pasien miskin terhadap pelayanan yang diterima sangat tinggi. Artinya standar pelayanan –dalam 

konteks ini yang menyangkut sikap dan perilaku serta responsivitas petugas puskesmas—sudah dijalankan 

sesuai dengan normanya. Namun hal tersebut belum cukup. Hal demikian menunjukkan bahwa standar baku, 

SOP pelayanan, standar kualifikasi baku, kualitas baku petugas puskesmas belum cukup. Kompetensi petugas 

yang lebih didasarkan pada pendekatan hard-skill atau hard competency, dimana proses perekrutannya hingga 

pengembangannya  lebih  banyak     nuansa  hard  skill  ternyata  berhadapan  dengan  kaum  miskin  yang 

‖sensitif‖ternyata  belum cukup terutama terhadap sikap dan perlakuan petugas. Tidak ada yang dipersalahkan 

dalam kondisi demikian. Perekrutan aparat birokrasi yang cenderung seragam tanpa memperhatikan kharakter 

pekerjaan dan yang dilayaninya (pasien/masyarakat), tentu harus membayar mahal dalam kasus ini. Masyarakat 

miskin yang termarjinalkan ternyata lebih ‖rumit‖ ditangani karena sensitifitasnya tinggi sebagai manifestasi 

dari rasa keterpinggirannya tersebut. Lalu, bidang kesehatan –kharakter pekerjaan—merupakan ekspresi dari 

pekerjaan yang berhadapan orang susah, orang sakit, bau dan kotor, lalu miskin lagi sehingga diperlukan 

kompetensi yang tidak biasa. Apa yang dimaksudkan dengan kompetensi tidak biasa adalah perlunya membangun 

kompetensi petugas pada bidang-bidang tertentu misalnya kesehatan dan pada tempat-tempat tertentu, misalnya 

masyarakat miskin. Lebih konkrit lagi adalah perlunya membangun soft-competence pada SDM yang menangani 

bidang kesehatan untuk masyarakat miskin. 

 

Kesimpulan 

 
Pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin harus ditangani dengan sensitifitas yang tinggi, yaitu sensistifitas 

pada kondisi tanpa bergaining position mereka (kotor, bodoh, tak punya uang, miskin) dan sensitifitas pada 

aspek pelayanan kesehatan (orang sakit yang lenah, bau dan kotor). Hal demikian harus ditangni dengan 

pendekatan berbeda, perlakuan berbeda. Sayangnya, aparat birokrasi yang menangani di dua kondisi tersebut tidak 

‖ dicetak secara khusus untuk memangani kondisi tersebut‖, namun dicetak secara massal sebagaimana 

umumnya, yaitu dengan pendekatan Hard-competence. Sayangnya hal tersebut belum cukup. Perlu pembekalan 

yang signifikan bagi petugas puskesmas di wilayah miskin agar meningkatkan kemampuan soft- skill/competence 

secara signifikan.
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